
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN B.ANGSA DAN POLITIK 
KOTA KENDARI 

DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 
Menimbang : bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan Fungsi Serta 
Tata Kerja Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari: 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik lndonesia Tahun 1945); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun l995 ientang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat U Kendari 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 J 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

WALIKOTA KENDARI 

\ • 

• 



Dalam Pcraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerlntah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagal unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kora l<endrui. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politi.k Kota Kendari. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Kendari. 
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari. 

Pasal 1 

BABJ 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA 
KENDARI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia 
Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan At.as Perar.u ran Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pernbentukan Prociuk Hukurn Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Belita Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 
Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 11 Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 
Pernerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 
194); 

8. Peraturan Daerah Kota Kcndari Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari (Lernbaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2019 Nomor 10); 

• 



(1) Badan merupa.kan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

(2) Sadan dipirnpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pe.sal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB 111 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OROANISASI 

(1) Perangkat Daerah diklasifikasikan atas Tipe A. 
(2) Penentuan tipe Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pernerintahan bidang 
Kesatuan bangsa dan politik. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan kctcntuan peraturan 
peru ndang- undangan. 

Pasal 4 

Baglan Ketiga 
Tlpe Perangkat Daerah 

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?., adalah 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Norn-enkle.tur Pere.ngke.t Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalarn bentuk Badan. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BABU 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PE.RANGKAT DAERAH 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fu.ngsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang bcrdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kota Kendari. 



(1) Susunan Organisasi Badan, tcrdiri dari: 
a. Kepala Badan: 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 
d. Bidang Politik Dalam Negeri; 
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Buda.ya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan; 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial clan budaya, 
pembinaan kerukunan antarsuku clan intra suku, umat beragama, ras, clan 
golongan lainnya, pernbinaan dan pernberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan kon.flik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyel.enggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, perneliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 
pernbinaan keru.kunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kernasyarakatan, serta pelaksanaan 
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai denga.n 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. 'pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan polirik dalam negeri 
dan. kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosiaJ dan 
budaya, pernbinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, 
ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kernasyarakaran, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; 
f. pelaksanaan adm.inistrasi kesekretariatan badan; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan Jungsi Sadan. 

Pasal 7 

Sadan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan daerab dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

Pasal 6 



(I) Sekretariat, terd.iri atas : 
a. Sub Bagi.an Program dan Anggaran; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran d.i lingkungan 

Badan; 
b pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkuugan Badan; 
c, pelaksanaan pengelolaan keuanga.n d.i lingkungan Badan; 
d pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rurnah tangga dan aset d.i 

lingkungan Badan; 
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan 
f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsi.nya. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat bertugas mernberikan pelayanan administratif di lingkungan 
Badan. 

(2) Sekretariat sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Kepala Badan bertugas rnernimpin, membina, mengkoordinasikan, 
merencanakan, rnenetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan 
pengembangan semua kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik, 
mengevaluasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan Iungsi 
badan serta membina bawahan dalam melaksanakan urusan pernerintahan d.i 
bidang Kesatuan bangsa dan politik. 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

Pasal 9 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan Susuuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) 
tercantum pada lampiran yang merupakan bagtan yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Walikota ini. 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), 
Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakler Bangsa 
rnenyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pernbauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika 
dan sejarah kebangsaan 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa. pembauran kebangsaan, hhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakrer bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di biclang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tunggaJ ika dan sejarah kebangsaan; dan 

Pasal 15 

(1) Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa , pernbauran kebangsaan, 
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang ldeologi, Wawasan K.ebangsaan dan Karakter Bangsa 

(1) Sub Bagian Program Anggaran sebagaimana climaksud dalam Pasal 12 
ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi 
penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan Informasi, 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja, 

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf b, bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penar.ausahaan, 
akuntansi, verifikasi dan pembukuan. 

(3) Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat ( 1) huruf c, bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha 
pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan 
rumah tangga. a.set serta pengelolaan kepegawaian 

Pasal 13 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 



Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), 
Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi : 
a penyusunan program kerja di bidan.g pendidikan politik, etika budaya 

poli.tik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pcmilihan umum/pemilihan umurn kepala 
daerah serta pernantauan situasi politik: 

h penyusu.nan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, 
eti.ka budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pernlllhan umum/pemilihan 
umu.m kepala daerah serta pemantauan situasi politik; 

c. pelaksanaan 'kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

Pasal 19 

(1) Bidang Politik Oalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Sadan 
di bidang pendidikan politik, etika budaya politi.k, peningkatan demokrasi, 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/pem.ilihan urnum kepala daerah serta pemantauan 
situasi politik. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bad an. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bidang Politik Dalam Negeri 

(1) Suh Bidang Tdeologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan 
di bidang ideologl dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. 

(2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Ba.ngsa bertugas melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah 
kebangsaan dan karakter bangsa. 

Pasal 17 

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas : 
a. Sub Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan; dan 
b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. 

Pasal 16 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberi.kan oleh atasan baik di dalam maupun 
di luar organisasi, 



(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kernasyarakatan bertugas rnelaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonorni, sostal, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama clan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 
ormas, ormas asing. 

Pasal22 

Bagian Kelima 
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaye, Agama 

dan Organisasi Kemasyarakatan 

(J.J Sub Bidang Pendidikan Politik clan Peningkatan Demokrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, koordmasi, monitoring, evaluasi, clan pelaporan di 
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala daerah, pernantauan situasi politik dan 
peningkatan demokrasi. 

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 
Politik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (l) huruf b, bertugas 
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kcrja, pcrumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik. 

Pesal 21 

( 1) Bidang Politik Dalam Negeri, terctiri atas : 
a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan 
b. Sub Bidang Fasilttast Kelembagaan Pemerintahan, Pcrwakilan dan 

Partai Politik. 
(2) Sub Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 

Sub Bidang yang bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Politik Dalam Negeri. 

Pasal 20 

peningkatan dernokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta 
pemantauan situasi politik, 

d pelaksanaan koordinasi di bidang pendiclikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintaban, perwakilan 
dan partai politik, pernilihan umum/pemilihan umum kepaJa daerah serta 
pemantauan situasi politik; 

c pclaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilit.asi kelembagaan 
pemerintahan, 'perwakilan dan partai politik, pemilihan umurn/pemilihan 
umurn kepala daerah serta pernantauan situasi politik; dan 

f pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh atasan baik: di dalam maupun 
di Iuar organisasi. 



(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasr 
Kemasyarakatan, terdiri atas : 
a, Sub Bidang Kctahanan Ekonorni, Sosial, Budaya clan Agarna; dan 
b. Sub Bidang Organisasi Kernasyarakatan. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksucl pada ayat (l), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya. Agama clan Organisasi 
Kernasyarakatan. 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud da!am Pasal 22 ayat (1), 
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agarna dan Organisasi 
Kcmasyara.katan menyelenggarakan fungsl : 
a penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya, Iasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Iasilitasi 
penerbitan rekomendasi penelitian, fasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaan serra penrlaftaran orrnas, pemberdayaan 
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas clan ormas 
asing; 

b, penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, 
sosial, budaya, Jastlitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
penerbitan rekomendasi penelitian, fasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan 
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas clan onnas 
a sing; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
penerbitan rekornendasi penelitian. Iasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberclayaan 
ormas, evaluasi dan rnediasi scngketa ormas, pengawasan orrnas dan ormas 
asing, 

d pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi penerbitan 
rekomendasi penelitian, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan serta pendaftaran orrnas, pemberdaya-an orrnas, evaluasi clan 
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; 

e pelaksanaan monitoring, evaluasi, clan pelaporan di bidang ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi penerbitan rekornendasi penelitian, fasilitasi kerukunan u mat 
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, 
pernberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pcngawasan 
orrnas clan ormas asing; dan 

f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 
clan fungsinya. 

Pasal 23 

(2) Bidang sebagatmana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 26 ayat (1), 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mcnyelenggarakan 
fungsi: 
a penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tcnaga kerja a.sing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

b, pcnyusunan bahan perurnusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijcn, pemant.auan orang asing, renaga kerja asing dan 
Lembaga asing, kewaspadaa.n perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

c. pelaksanaa.n kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
ke:waspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

d pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pernantauan orang asing, tenaga kerja asing clan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelernbagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

Pasal 27 

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanga.nan Konflik bertugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasarna intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan Lernbaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta pena.nganan 
konflik. 

(2) Bidang sebagairnana dimaksud pada a.yat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada. Kepala Badan. 

Pasal 26 

Bagian Keenam 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya clan Aga.ma. 
sebagaimana dimaksud dala.m Pa.sa.J 24 ayaL ( 1.) huruf a, bertugas 
melaksanakan penyiapa.n bahan pcnyusunan program kerja, perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 
pcncega.ha.n penyalahgunaan narkotika, fasilitasi penerbitan rekomendasi 
penelitian serta fasilita.si kerukunan umar heragarna dan penghayac 
kepercayaan. 

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf b, berrugas melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 
koordina.si, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran 
orrnas, pemberda.yaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 
pengawasan ormas dan orrnas asing. 

Pasal 25 



(1) Kc1ompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30, 
terdiri dari sejumlah Aparatu r Sipil Negara dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannya. 

(2) Kelompok .Iabaran Fungsional sebagairnana di.maksud pada ayat (1), 
dipirnpin oleh seorang tenaga [ungsional senior yang ditunjuk oleh 
Wali.kota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

(3) .Jumlah .Jabatan Fungaional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 

Pasal 31 

Kelompok Jabalan Fungsional mernpunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas teknis Sadan sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 30 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kcrjasama Intelijen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, bertugas rnelaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, 
pclaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen. pemant.auan orang asing, 
tenaga kerja asing dan Lem baga asing, kewaspa:daan perbatasan antar 
negara, serta fasilitasi ke1embagaan bidang kewaspadaan. 

(2) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik. 

Pasal 29 

(1) Bi dang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas : 
a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan 
h. Suh Bidang Penanganan Konflik. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. 

Pasal 28 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pernantauan orang asing, tenaga keria asing dan 
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;dan 

£ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb atasan terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 



(1) Dalam ha! Kepala Badan berhalangan atau tugas Badan Juar daerah , 
Sekretaris rnelaksanakan tugas kepala Badan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam hal Sekret.aris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Badan dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewakili Kepala Sadan. 

Pasal 36 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapai berkala. 

Pasal 35 

Kepala Sadan, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing­ 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

Pasal 34 

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar men_gambil langkah­ 
Iangkah yang diperlukan scsuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 33 

(1) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Flidang, 
Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang mcnerapkan prinsip kootdinasi, 
Integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-rnasing. 

(!.!) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing m-aupun antar satuan 
organisasi di lingkup Badan serta dengan instansi lain di luar Badan 
sesuai dengan tugas masing-rnaaing, 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkup Badan wajib melaksanakan 
pengawasan melekat. 

Pasal 32 

BABV 
TATAKERJA 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Pada saat Peraturan Walikota ini rnulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 34 
Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari (Serita Daerah 
Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 40 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat peraturan Walikota ini rnulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini 
sedang menduduki jabatan tetap melakaanakan tugasnya sarnpai dengan 
penyesuaian jabatan sesuai dengan nornenklatur baru di Iingkungan Sadan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari. 

Pasal 39 

BABVIl 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
<Ii lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Badan merupakan jabatan eselon 11 a atau Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama. 

(3) Sekretaris Sadan merupakan jabatan eselon TIT a da.n Kepala Bidang 
jabatan eselon m b dan atau rnasing-masing pemangku Jabatan 
Administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jahatan eselon JV a 
atau Jabatan Pengawas. 

(5) Kepala Badan diangkat clan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(6) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang 
diangkat dan diberhentikan oleh Wali.kota atas usul Kepala Sadan melalui 
Sckretaris Daerah. 

(7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota, sesuai pedornan yang ditetapkan oleh Pernerintah. 

Pasal 38 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI 

DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masing-masing 
pejabat dalam Iingkup Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan 
kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

Pasal 37 

• 



~ 
Hj. NAHWA UMAR 

BER!TA DAERAH KOTA KENDART TAHUN 2020 NOMOR 7 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA KENDARI 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, 2 i. - I - 2020 

WALIKOTA KENDARI 

Ditetapkan, di Kendari 
pada tanggal, 2.!1. ~ I • 2020 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal 41 

• 
• . , 
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